
a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah 
Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu 
disusun Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang 
bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, serta 
pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak, 
maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dapai 
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 sambil menunggu perubahan peraturan 
daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, maka Perubahan Peraturan Bupati Cirebon 
Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Baral 
(Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapakali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 
telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, 
Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, 
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau 
Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5888), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada 
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima 
Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6207); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

- 4 - • I 



29. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan alas 
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ten tang Kecamatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 
Togas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 ten tang Peru bah an 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai 
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun 
atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6348); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 ten tang Pemberian 
Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara 
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349); 

36. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33); 

37. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 
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39. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapakali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 123 
Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 

40. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 754); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ten tang 
Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrua1 Pada 
Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1425); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan 
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan La po ran 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negcri 
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran Dalarn APBD, dan Tertib Adrninistrasi 
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 198); 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

44. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 701); 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 
Sadan Layanan Umum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1213); 

46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2019 tenlang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Baral 
Tahun 2019 Nomor l); 

47. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2019 tcntang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun Anggaran 2019 (Serita Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2019 Nomor l); 
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Rp 4.018.679.881.140,00 

Rp 3.361.696.314.058,00 
Rp 656.983.567.082,00 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, terdiri 
atas: 
1. Pendapatan : 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah Pendapatan setelah 
Perubahan 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019 

ATAS KEDUA PERUBAHAN TENT ANG BUPATI PERA TU RAN 

MEMUTUSKAN : 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah 
Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2007 Nomor 14, Seri E.5), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tenlang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 
Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan 
Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2016 Nomor 11, Seri E.4); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Seri E.6.). 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2018 Nomor 13, Seri A.3). 

51. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2018 ten tang Tata Cara 
Pergeseran Anggaran Belanja (Serita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2018 Nomor 54, Seri E.34). 

52. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
(Serita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 60, Seri A.5). 

53. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pend a pa tan dan Belanja Dae rah 
Tahun Anggaran 2019 (Serita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 
Nomor 16, Seri A). 
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Illa Perubahan Daftar Nama Penerima, Alamat dan 
Besaran Alokasi Hibah Dalam Bentuk Uang Yang 
Diterima 

Illb Perubahan Daftar Nama Penerima, Alamat dan 
Besaran Alokasi Hibah Dalam Bentuk Barang Yang 
Diterima 

!Va Perubahan Daftar Nama Penerima, Alamat dan 
Besaran Alokasi Bantuan Sosial Dalam Bentuk 
Uang Yang Diterima 

!Vb Perubahan Daftar Nama Penerima, Alamat dan 
Besaran Alokasi Bantuan Sosial Dalam Bentuk 
Barang Yang Diterima 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD 
Penjabaran Perubahan APBD II 

6. Lampiran 

5. Lampiran 

4. Lampiran 

1. Lampiran 
2. Lampiran 
3. Lampiran 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari : 

Pasal 2 

2. Belanja: 
a. Belanja Tidak Langsung Rp 3.450.896.314.058,00 
b. Bertambah/(berkurang) Rp 657.807.824.330,00 

Jumlah Pendapatan setelah Rp 4.108.704.138.388,00 
Perubahan 

3. Pem biayaan : 
a. Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula Rp 95.000.000.000,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 824.257 .248,00 

Jumlah Penerimaan setelah Rp 95.824.257 .248,00 
Peru bah an 

b. Pengeluaran 
1) Semula Rp 5.800.000.000,00 
2) Bertam bah/ (berkurang) Rp 0,00 

Jumlah Pengeluaran setelah Rp 5.800.000.000,00 
Perubahan 
Jumlah Pem biayaan netto Rp 90.024.257 .248,00 
setelah Peru bahan 
Sisa lebih pembiayaan Rp 0,00 
Anggaran setelah Perubahan 
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SERI ; 

Jiundangkan di Sumber 
pad a tanggal 22 r ei 2.J 19 

IM RON 

ttd 

Plt. BUPATI CIREBON 
WAKIL BUPATI, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 22 Mei 2019 

pengundangan 
Serita Daerah 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Kabupaten Cirebon. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 3 
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